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KPK GELEDAH RUMAH DINAS MENDES PDTT ABDUL HALIM ISKANDAR 
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di salah satu 

rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) 

Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan. 

"Bahwa pada Jumat tanggal 6 September 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan 

penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di 

wilayah Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam 

keterangannya, Selasa (10/9/2024). 

Tessa mengatakan, penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan kasus korupsi 

pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa 

Timur 2019-2022.  

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai 

dan barang bukti elektronik," ujar dia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 21 orang tersangka dalam 

kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). 

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang 

diusulkan melalui pokok pikiran (pokir) dari kelompok masyarakat (pokmas). 
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"Dalam Sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka yaitu 4 tersangka 

penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," kata Tessa saat ditemui awak media di 

Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024). 

Tessa mengatakan, tiga dari empat tersangka penerima itu merupakan 

penyelenggara negara. Sementara itu, satu orang lainnya merupakan staf penyelenggara 

negara tersebut. 

Adapun dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 di antaranya merupakan pihak 

swasta sementara 2 orang lainnya penyelenggara negara. 

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para 

tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana 

penyidikan dianggap telah cukup," ujar Tessa. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah:   

1. Pasal 46 yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi: 

a. hibah;  

b. dana darurat; dan/atau  

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pasal 47 yang menyatakan bahwa Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf 

a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar 

negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Pasal 62 yang menyatakan; 

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik 
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telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan 

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah 

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 


